












Tulisan ini mengungkap rivalitas dua perempuan dalam pilwali Kota Malang pada tahun 2013. 
Pertarungan antara Sri Rahayu yang diusung PDIP berhadapan dengan Heri Pudji Utami 
yang calonkan dengan Golkar. Pertarungan diantara mereka benar-benar sangat 
seimbang dalam memperebutkan jabatan walikota. Perebutan ini sangat menarik karena 
kedua perempuan ini memiliki pendukung yang besar serta jaringan yang luas di Kota 
Malang 
 




This paper elaborates rivalry berween two most influential women during the mayor election in 
Malang in 2013. The competition was between Sri Rahayu supported by the PDIP party against 
Heri Pudji Utami supported by Golkar. The race between these two women candidates was very 
close. It is an interesting race as both canditates have huge supporters and vast networks in the 
city of Malang. 
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Politik selalu identik dengan maskulinitas yang biasa digeluti oleh kaum laki- 
laki. Perspektif inilah yang membuat minimnya jumlah perempuan untuk berpartisipasi 
dan terlibat menjadi actor baik legislative, yudikatif maupun eksekutif. Padahal dalam 
pandangan feminisme perempuan memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin 
dengan keistimewaan tersendiri yang memang hanya dimiliki oleh kaum perempuan. 
Feminisme mengisyaratkan perempuan dapat menjadi seorang pemimpin tanpa harus 
menghilangkan unsur feminin dalam dirinya dan berprilaku seperti laki-laki. 
 
Keterlibatan perempuan dalam panggung politik perlahan namun pasti mulai 
menunjukkan peningkatan secara global. Beberapa contoh diantaranya adalah Swedia 
dimana wanita berhasil mencapai prosentase 38% dari 349 anggota parlemen dan 33% 
untuk posisi menteri, Norwegia sebanyak 34,4% dari 157 anggota parlemen dan 44% 
menterinya adalah wanita, Denmark 30,7% dari 179 anggota parlemen serta 19% 
menteri wanita, Belanda sebanyak 21,3% dari 150 anggota parlemen dan sejumlah 22% 
menteri di Finlandia adalah perempuan (Asfar, 2004). Sementara keterwakilan 
perempuan di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Sebagai gambaran, pada periode 
1992-1997, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR sebanyak 63 orang atau 
sekitar 12,5%. Namun pada tahun 1997-1999 turun menjadi 57 orang atau 11,5%. Saat 
reformasi pada periode 1999-2004, angka tersebut malah turun menjadi 45 orang atau 
hanya 9% (Mulia dan Farida, 2005). 
Kehadiran perempuan dalam dunia politik dapat mengurangi dan mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Keterlibatan perempuan 
dalam dunia politik dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk menyalurkan dan 
memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan pada khususnya –dimana untuk 
beberapa hal kebutuhan perempuan ini hanya dapat dirasakan dan disuarakan oleh kaum 
perempuan itu sendiri seperti masalah Kekerasan Dalam Rumah Rangga (KDRT), hak 
dan kesehatan reproduksi, masalah persalinan (keselamatan serta kesehatan ibu hamil), 
penyediaan fasilitas public untuk ibu hamil dan menyusui, pelecehan seksual, 
eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak, perdagangan perempuan dsb– serta 
kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk itulah figure perempuan pertu 
ditempatkan dalam posisi pengambil keputusan. 
 
Kehadiran dua kandidat perempuan dalam Pilwali Kota Malang 2013 seakan 
ingin menjawab kebutuhan akan sosok perempuan sebagai pemimpin. Mereka adalah 
Sri Rahayu yang berpasangan dengan Priatmoko Oetomo serta Dra.Heri Pudji Utami 
yang berpasangan dengan Sofyan Edy Sudjarwoko. Partisipasi dua perempuan ini 
membuktikan modernisasi mampu menggeser sikap serta peran wanita khususnya 
pandangan terhadap dunia politik. Keberadaan kandidat perempuan tentu memberikan 
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suasana berbeda yang sekaligus menghapus anggapan publik selama ini bahwa politik 
adalah dunia yang keras, penuh intrik dan didominasi oleh laki-laki. 
 
Berdasarkan pemaparan sebelumnya tulisan ini ingin mengetahui lebih jauh 
bagaimana feminisme memandang pertarungan dua kandidat calon Walikota Malang Sri 
Rahayu dan Heri Pudji Utami? 
 
Feminism: Sebuah Teori 
 
Feminisme pada awalnya merupakan sebuah gerakan yang muncul di Negara-negara 
Barat. Kemunculan gerakan feminisme dipicu kesadaran perempuan terhadap penindasan dan 
ketidakadilan yang dialaminya. Feminisme kemudian hadir dalam berbagai jenis dan bentuk. 
Riant Nugroho dalam bukunya ‘Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia’ 
membagi feminisme dalam 11 bagian sebagai berikut (Nugroho, 2008): 
 
1. Feminisme liberal: merupakan feminisme yang berkembang di Barat pada abad 
ke-18. Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin John Locke tentang natural 
right (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak 
untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. 
Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara pria dan wanita dapat 
terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. 
Oleh karena itu, feminisme liberal lebih memfokuskan perjuangan mereka pada 
perubahan segala undang-undang keluaran yang patriarkal. 
2. Feminisme radikal: menekankan perbedaan structural antara perempuan dan 
laki-laki dengan memberikan penilaian yang lebih positif terhadap cirri-ciri 
feminin daripada kepada ciri-ciri maskulin. Feminisme radikal melihat bahwa 
akar permasalahannya adalah sistem seks dan gender. 
3. Feminisme radikal libertarian: menganggap bahwa gender sangat “merugikan” 
karena mengharuskan perempuan untuk bersifat feminin saja, dan laki-laki 
maskulin saja. Solusi yang ditawarkan adalah androgini. 
4. Feminisme radikal cultural: masalah femininitas ada pada penilaian yang rendah 
atas sifat-sifat feminin. Solusi yang ditawarkan menurut paham ini, adalah 
menolak adrogini dan mencoba memberi makna baru kepada femininitas. 
Kelemahan pendekatan ini terletak pada kecenderungannya untuk memusatkan 
perhatian pada pembedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki. Hal ini 
berbahaya karena sangat bersifat deterministik dan dapat menciptakan suatu 
pandangan bahwa pembedaan ini bersifat peremanen sehingga tidak ada peluang 
untuk mengubah pola hubungan gender yang selama ini ada. 
5. Feminisme marxis dan sosialis: dicetuskan oleh Marx dan Engels yang 
menganggap bahwa pekerjaan perempuan dalam lingkup keluarga (pekerjaan 
domestik) sama saja memperbudak wanita. Untuk itu perempuan harus pula 
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dapat terjun pada sektor yang lebih luas untuk membebaskan dirinya dari 
„genggaman‟ suami. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh feminisme Marxis 
adalah kemandirian ekonomi perempuan, yaitu dengan reintroduksi kiprah 
perempuan di sektor public sehingga tidak bergantung kepada laki-laki. 
Kemandirian ekonomi perempuan dapat memperoleh posisi sejajar dengan laki- 
laki 
6. Feminisme psikoanalisis dan gender: ketertindasan perempuan berasal dari 
psikonya, terutama dari cara berfikir perempuan yang menganggap dirinya 
(femininitas yang dimilikinya) inferior dibandingkan dengan maskulinitas 
semenjak dini. 
7. Feminisme eksistensialis: melihat bahwa untuk menjadi “exist‟, perempuan 
harus hidup dengan melakukan pilihan-pilihan sulit, dan menjalaninya dan 
tanggung jawab, baik atas diri sendiri maupun atas orang lain. Itulah kebebasan. 
8. Feminisme post modern: perspektif kebebasan menurut feminisme postmodern 
adalah adanya pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dan 
sebenarnya perempuan tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan 
laki-laki karena yang diinginkan sebenarnya adalah hak untuk bebas 
mengonstruksikan diri sendiri seperti yang dimiliki laki-laki. Artinya, tidak ada 
kelompok yang menentukan identitas bagi yang lain, atau perempuan tidak 
didefinisikan oleh laki-laki, melainkan oleh dirinya sendiri. 
9. Feminisme multikultural dan global: lahir Karena feminisme sebelumnya tidak 
mengakomodasi seluruh realitas perempuan. Dengan keberagaman keadaan 
perempuan feminisme harusnya dapat mewadahi dengan tidak menempatkan 
satu standar untuk keseluruhan. Pemikiran dasar feminisme ini adalah menyadari 
dan mengakui perbedaan kondisi dan realitas perempuan pada tingkat 
antarbangsa. 
10. Black feminism (feminisme kulit hitam): merujuk pada teori perjuangan 
perempuan kulit hitam untuk menolong perempuan yang menghadapi dua 
permsalahan krusial sekaligus yaitu rasisme dan seksisme. 
11. Feminisme islam: konsep hak-hak asasi manusia yang tidak berlandaskan visi 
transcendental merupakan hal tragis. Sehubungan dengan itu mereka 
berpandangan bahwa gerakan perempuan islam harus berpegang pada paradigm 
agama islam agar tidak menjadi sekuler. 
 
Dari berbagai macam jenis feminisme yang ada diatas dalam konteks 
pertarungan dua kandidat calon Walikota Malang teori feminism yang lebih cocok 
untuk diaplikasikan adalah feminisme liberal dan feminisme post modern. Dalam 
perspektif feminisme liberal tidak perlu ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. 
Wilayah politik adalah wilayah yang bebas, di mana semua orang baik laki-laki maupun 
perempuan dapat saling bersaing memperebutkan posisi dan jabatan politik. Hal ini 
berarti tidak ada “keistimewaan” yang berkaitan dengan pemajuan peran publik 
perempuan. Perempuan dan laki-laki hendaknya berkompetisi secara terbuka untuk 
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menempati jabatan-jabatan publik. Dukungan Negara terhadap feminism liberal 
khususnya dalam bidang politik salah satunya telah tampak pada UU no 10 Tahun 2008 
tantang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencantumkan kuota 
30% representasi keterwakilan perempuan. 
 
Sedangkan alasan pemilihan feminisme post modern didasarkan pada keunikan 
identitas yang dimiliki oleh perempuan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya 
bahwa turut berpartisipasinya perempuan dalam bidang politik adalah untuk 
memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang selama ini tidak terjamah oleh kaum 
pria. Feminisme post modern mengisyaratkan seorang perempuan dapat menjadi 
pemimpin dan ikut bergelut dalam panggung politik tanpa harus menghilangkan unsur 
feminin dalam dirinya dan berprilaku seperti laki-laki. Sehingga perlu adanya 
pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki adalah berbeda dan sebenarnya perempuan 
tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan laki-laki karena yang diinginkan 
sebenarnya adalah hak untuk bebas mengonstruksikan diri sendiri seperti yang dimiliki 
laki-laki. 
 
De Beauvoir menyebut empat strategi perempuan untuk dapat 
mengaktualisasikan dirinya, yaitu melalui bekerja, menjadi intelektual, menjadi 
transformator dalam masyarakat, dan menolak internalisasi sebagai objek dalam bentuk 
apa pun. Feminisme memberikan ruang kepada perempuan untuk mengeksplorasi 
dirinya. Untuk itu kemajuan perempuan sepenuhnya tetap bergantung kepada kemauan 
dan pemahaman perempuan itu sendiri dalam melihat eksistensi perempuan yang ada 
selama ini dan sejauh mana perubahan untuk memperbaiki keadaan yang diperlukan. 
 
 
Perempuan dalam Pusaran Politik 
 
Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah 
diratifikasikannya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam konvensi 
PBB tentanng Hak-Hak Politik Perempuan menjelaskan sbb (Sihite, 2007). pertama, 
perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-
syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi. Kedua, perempuan berhak 
untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hokum nasional 
dengan syarat- syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Ketiga, 
Perempuan berhak untuk memengang jabatan public dan menjalankan semua fungsi 
publik, diatur oleh hokum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki 
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Sementara itu, Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 menjamin persamaan hak antara 
perempuan dengan laki-laki dalam hal (Sihite, 2007). Pertama, hak untuk dipilih dan 
memilih. Kedua, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 
implementasinya. Ketiga, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat. Keempat, hak untuk 
berpartisipasi alam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan 
kehidupan masyarakat dan politik. 
 
Meskipun didukung oleh perangkat hokum yang baik namun sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya eksistensi perempuan dalam ranah politik masih jauh dari kata 
cukup. Kuota 30% yang diberikan hingga saat ini masih belum dapat terpenuhi. 
Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dilihat dari tabel 9.1. 
 
Dari tabel 9.1 dapat dilihat ketimpangan representasi perempuan bila 
dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah terendah terjadi pada tahun 1950-1955 dan 
tertinggi pada periode 1987-1992 yang bahkan hanya mampu menyentuh angka 13%, 
tidak sampai setengah dari target 30% yang disediakan. Peningkatan jumlah yang terjadi 
pun sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2% saja, selebihnya didominasi oleh angka laki- 
laki. 








1950-1955 (DPR Sementara) 9 (3,8%) 236 (96,2%) 
1955-1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) 
Konstituante: 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 
1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 
1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 
1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 
1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 
1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 
1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 
1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 
 
Indikasi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik berikutnya dapat dilihat 
dari data CETRO tahun 2009, di mana, keterwakilan perempuan dalam politik 
khususnya dalam parlemen masih berada di bawah angka 30%. Untuk DPR RI, angka 
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partisipasi perempuan baru mencapai 11%, DPD 21,1%, DPRD I 10% dan DPR II 8%. 
Sementara berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan RI, perempuan yang 
menjabat eselon I baru mencapai 9,77% dan eselon II sebesar 6,71% (Kompasiana, 
2013). Namun, sejauh ini upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik 
masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal tersebut antara lain tampak pada 
rendahnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam lembaga eksekutif, 
legislatif, partai politik, maupun struktur birokrasi. 
 
Senada dengan pusat, representasi perempuan dalam ranah politik local juga 
belum menggembirakan. Kajian Bulanan LSI (Edisi 1 Mei 2007) mencatat dari 296 
wilayah di Indonesia hanya 61 wilayah (20,6 persen) saja yang diikuti oleh kandidat 
perempuan. Selebihnya (79,4 persen) dari wilayah tersebut, pilkada berlangsung hanya 
diikuti oleh kandidat laki-laki tanpa kehadiran kandidat-kandidat perempuan. Terdapat 
69 orang perempuan yang ikut berpartisipasi sebagai kandidat dalam pilkada 
tersebut.Perinciannya, 19 orang (27,5 persen) maju sebagai kepala daerah 
(gubernur/walikota/bupati) dan selebihnya 50 orang (72,5 persen) maju sebagai wakil 
kepala daerah. 
Bila dicermati lebih jauh Pilkada adalah jalan strategis bagi perempuan untuk 
terlibat secara langsung dalam politik kenegaraan. Ada beragam isu yang bisa diangkat 
seperti isu-isu perempuan dalam bidang kesehatan (anak dan reproduksi), pendidikan, 
buta aksara, ekonomi, merupakan isu yang seringkali terabaikan ketika perempuan 
absen. Secara jumlah, perempuan lebih banyak dari laki-laki yang berkorelasi pada 
banyaknya suara yang dapat diraih pemilih perempuan. Secara emosional, perempuan 
lebih cenderung solid pada satu pilihan. Dengan pilkada langsung, perempuan dapat 
secara terbuka berkompetisi memperebutkan kursi kepala daerah. Namun peluang ini 
kurang digunakan karena jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat 
masih sedikit. Jika pun ada perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis dalam 
ranah local itupun hanya beberapa, sebut saja Ratu Atut Chosiyah perempuan pertama 
di Indonesia yang menjadi gubernur atau Tri Rismaharini yang terpilih sebagai  
Walikota Surabaya. Meskipun masih sedikit kehadiran sosok perempuan maju dalam 
Pemilihan Kepala Daerah di berbagai tempat, diapresiasi bersama sebagai bentuk 
kesadaran politik perempuan untuk setara dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang 
kehidupan, termasuk dalam bidang politik. 
 
Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik di sejumlah negara 
dikarenakan masih banyaknya hambatan berkaitan dengan persoalan kendala sosial, 
ideologis, dan psikologis, maupun budaya patriarkhi yang kuat. Bagaimanapun 
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perempuan masih menghadapi persoalan berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, 
rendahnya tingkat pendidikan, dan beban ganda dalam rumah tangga sebagai mencari 
nafkah. Hambatan lain, yaitu persoalan ideologis dan psikologis. Selama ini politik 
masih dianggap lebih dekat dengan dunia laki-laki, perempuan yang terjun dalam politik 
belum diangggap sebagai hal yang biasa. Kuatnya ideologi patriaki menempatkan laki- 
laki sebagai kekuatan yang dominan dan perempuan dalam posisi yang inferior. 
 
Masalah yang muncul berkaitan dengan ketimpangan dalam struktur politik, di 
mana struktur politik yang ada cenderung untuk memarjinalkan posisi perempuan. 
Dalam proses politik, laki-laki menjadi aktor yang dominan dalam arena politik. Peran 
kuat ini muncul mulai dari tahap formulasi aturan politik sampai pada standar evaluasi. 
Demikian juga dalam kelembagaan, misalnya partai politik. Proses seleksi dan nominasi 
dalam partai politik seringkali lebih menekankan pada figur laki-laki sehingga jumlah 
perempuan yang aktif sebagai kader partai politik jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. 
 
 
Pilwali Kota Malang: Bunda Vs SR 
 
Terdapat pemandangan berbeda pada pemilihan Walikota Malang tahun 2013 
ini.Masyarakat tidak hanya disuguhi calon laki-laki melainkan dihiasi pula oleh dua 
kandidat perempuan yang siap bertarung memperebutkan kursi Walikota Malang 
preiode 2013-2018.Mereka adalah Dra.Sri Rahayu–Priatmoko Oetomo serta Dra. Heri 
Pudji Utami–Arif Darmawan. 
 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Laboratorium Politik dan 
Rekayasa Kebijakan (Lapora) Fisip UB, Heri Pudji Utami mempunyai prosentase 
tertinggi dari beberapa calon yang lain. Heri mempunyai nilai 36,5 persen dari 411 
responden. Sementara Rahayu hanya 16,3 persen (Surabaya Tribunews, 2013). 
Meskipun demikian terdapat kesamaan diantara kedua kandidat ini seperti pasangan 
wakil walikota yang digandeng adalah laki-laki serta sama-sama menginkan menang 
dalam satu putaran di Pilwali. Alasannya adalah dengan Pilwali digelar satu putaran, 
anggaran akan lebih efisien dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih 
bermanfaat. 
 
 Sri Rahayu 
 
Dunia politik bagi Sri Rahayu bukanlah hal yang asing, ia bahkan telah 
membangun karir politiknya sejak lama seblum mencoba peruntungan dalam Pilkada 
Kota Malang 2013. Semasa kuliah Sri Rahyu telah aktif menjadi aktivis mahasiswa 
sedangkan untuk karir politknya ia pernah menjabat sebagai ketua DPRD dan kini 
masih menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI. Ia juga adalah istri Sirmadji, Ketua 





Sebagai calon Walikota Malang Sri Rahayu tengah mengusung beberapa proram 
kerja yang akan dilakukannya kelak jika terpilih. Program kerja Sri Rahayu adalah 
menawarkan program konkret memberdayakan masyarakat yang disampaikan saat 
berdialog dengan warga RW 01 Sukoharjo.Salah satunya, bantuan sebesar Rp 100 juta 
kepada setiap RW untuk membentuk bank rakyat.Dimana bank rakyat ini dapat 
berwujud dalam berbagai bentuk seperti koperasi atau pengembangan usaha dan 
pemberdayaan masyarakat RW.Anggaran Rp100 juta untuk masing-masing RW 
bersumber dari APBD Kota Malang (Malangpost, 2013). Program lain yang juga 
diusungnya adalah program sarjana rakyat untuk mensarjanakan warga Kota Malang, 
terutama warga tak mampu. Untuk mewujudkan program ini, Yayuk menggalang 
kerjasama dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kota 
Malang.Selain itu juga memberi alokasi biaya dalam APBD (Malangpost, 2013). 
Dalam dialog publik bertema pendidikan di Kota Malang yang digelar oleh 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang bekerjasama dengan IKIP Budi Utomo, 
Sabtu (9/3/2013). Pasangan yang diusung PDIP, Sri Rahayu-Priatmoko berjanji akan 
menyamaratakan kualitas sekolah negeri dan swasta yang selam ini masih mengalami 
kesenjangan. “Sekolah swasta dan negeri harus seimbang,” tuturnya (Malang Raya Info, 
2013) 
 Heri Pudji Utami 
 
Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP adalah ketua Tim Penggerak PKK kota Malang 
sekaligus istri Walikota Malang Peni Suparto. Heri Pudji atau yang biasa disapa dengan Bunda 
HP juga merupakan Bendahara DPC PDI-P Kota Malang. Kahadiran Heri Pudji sebagai 
salah satu kandidat calon Walikota Malang disinyalir sebagai perpanjangan kekuasaan 
sang suami yang telah menjabat sebagai Walikota malang selama dua periode berturut- 
turut. Namun begitu Heri Pudji tetap optimis dapat memimpin Kota Malang. 
 
Seperti halnya kandidat lainnya sebagai calon walikota Heri Pudji telah 
mempersiapkan beberapa program kerja andalan seperti meneruskan beberapa program 
yang selama ini dijalankan. Dia menyontohkan program menuju Indonesia sehat melalui 
konsumsi sayur dan buah, yang dikemas dalam kegiatan sehat ala Bunda. “Jadi nanti, 
target utama saya adalah kalangan ibu-ibu,” ujarnya (Malang Raya Info, 2013). 
Kegiatan ini gratis, dan  dilakukan sejak pertengahan 2010 lalu (Jatim 1 Rek, 2013) 
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bimbingan matematika dan bahasa Inggris gratis (Malangpost, 2013) serta beberapa 
kegiatan yang dipadukan dengan posyandu. 
 
Usaha yang dilakukan untuk mendapat dukungan adalah dengan menggalang 
tanda tangan dari beberapa komunitas Kota Malang seperti komunitas seni, paguyuban 
pedagang, PKK, Guru PAUD dll. Aksi tersebut bertajuk "Petisi 500.000 dukungan 
untuk Bunda". Dalam kain sepanjang 5000 meter tersebut selain tanda tangan ada juga 
beberapa pesan dan motivasi kepada Bunda, seperti "sekali Bunda tetap Bunda", 





Kepemimpinan perempuan dapat berjalan jika terdapat dukungan yang diberikan 
baik oleh kaum perempuan itu sendiri, laki-laki maupun masyarakat luas. Artinya ketiga 
pihak tersebut memiliki pengaruh sangat besar terhadap eksistensi kepemimpinan 
perempuan. Mereka harus memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada perempuan 
untuk menjadi sosok pemimpin. Dukungan dapat berasal dari lingkungan paling 
sederhana yakni keluarga, lingkungan pekerjaan hingga berkembang pada tataran 
masyarakat. Tanpa dukungan, perempuan akan semakin sulit mengeksplorasi dirinya. 
 
Pentingnya dukungan dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan yang 
dilakukan oleh perempuan terbukti dari dua kandidat calon walikota Malang yaitu Heri 
Pudji Utami dan Sri Rahayu. Kedunya mampu berjalan sejauh ini tentu karena adanya 
dukungan yang diberikan utamanya dukungan politik baik bersal dari partai poltiik yang 
dinaunginya serta dukungan dari berbagai pihak lainnya yang secara tidak langsung 
menumbuhka kepercayaan diri bagi keduanya. 
 
Dalam perjalanan menuju kusrsi Walikota Malang Heri Pudji Utami (Bunda HP) 
selain didukung oleh pasangannya Sofyan Edi Jarwoko yang berasal dari Partai Golkar, 
dukungan juga datang dari PAN serta 18 partai non parlemen. Partai non parlemen 
tersebut diantaranya adalah Partai Merdeka, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai 
Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan lainnya (Malangpost, 2013). 
Istilah dibalik keberhasilan seorang laki-laki pasti ada keterlibatan perempuan 
dibelakangnya   berlaku   pula   bagi   perempuan.   Dibalik   suksesnya   kepemimpinan 
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perempuan ada dukungan sosok laki-laki dibaliknya. Hal ini dibuktikan secara jelas oleh 
Peni Suparto sebagai suami dari Heri Pudji. Dengan mendukung penuh pencalonan 
istrinya sebagai Walikota Malang menggantikan dirinya secara langsung maupun tidak 
memperkuat rasa percaya diri bagi Heri Pudji Utami. 
 
Sementara Sri Rahayu bersama pasangan tentunya mendapat dukungan penuh 
dari partai politik yang menaunginya PDI-P. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, 
Eddy Rumpoko mengatakan, sudah mengajak sejumlah tokoh nasional. Diantaranya, 
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani hingga 
Gubernur DKI, Jokowi. Para tokoh ini dijadwalkan hadir saat kampanye, awal Mei 
mendatang (Malangpost, 2013). Mobilisasi dukungan terhadap Sri Rahayu juga 
menggunakan berbagai potensi yang ada seperti internal PDI Perjuangan membentuk 
Posko di PAC di semua kecamatan, penggerak kelurahan hingga penggerak pemilih 
yang tersebar di semua RW dan RT (Malangpost, 2013). Selain dukungan internal partai 
majunya Sri Rahayu menjadi calon walikota Malang tidak lepas pula dari dukungan 
partai koalisi diluar PDI-P. Terdapat 6 partai pendukung yang mendampingi SR-MK 
dari PDIP, yaitu PDS, Barnas, PMBK, PSI, Serikat Buruh dan PNI Marhaenisme 
(Malang Online, 2013). Dukungan penuh juga diberikan oleh keluarga besar PEPABRI 





Media merupakan salah satu factor kuat dalam mempengaruhi pemilih dalam 
memberikan suaranya. Media dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam 
mentransmisi (relaying) dan menstimulasi permasalahan politik (Negrine, 1996)  
(Firmanzah, 2008). Media baik konvensional maupun media massa seperti cetak 
ataupun elektronik seringkali digunakan sebagai alat kampanye kandidat. Utamanya 
media massa, cakupan (coverage) yang luas dalam masyarakat membuat media massa 
dianggap sebagai salah satu cara efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, 
pesan politik, pembentukan image partai atau seseorang (Firmanzah, 2008). 
Kedua kandidat calon Walikota Malang tersebut juga menggunakan media untuk 
mendongkrak popularitas dan merebut simpati massa lewat pendekatan-pendekatan 
persuasif. Melalui media para calon dapat memperkenalkan diri dan membentuk suatu 





Baik Sri Rahayu maupun Heri Pudji memanfaatkan kedua bentuk media yang ada yaitu 
media konvensional dan media massa. Media konvensional yang digunakan keduanya 
berupa poster, baliho, reklame yang tersebar hampir di seluruh bagian Kota Malang. 
Poster ataupun baliho mereka bahkan muncul jauh hari sebelum masa kampanye 
berlangsung, tujuannya guna memperkenalkan diri meski saat itu isi poster ataupun 
baliho masih sebatas nama dan slogan singkat seperti membawa Kota Malang lebih baik 
tanpa embel-embel nomor urut. 
 
Selain media konvensional tersebut Sri Rahayu juga memanfaatkan media 
social facebook guna mendulang dukungan masyarakat. Facebook digunakan untuk 
menjangkau kalangan muda Kota Malang, namun fanpage Sri Rahayu tersebut kurang 
mendapat antusiasme public, terbukti dari sedikitnya jumlah like yang ada. Disisi lain 
Heri Pudji Utami nampaknya mendapat dukungan media lebih banyak dibandingkan 
rivalnya, dukungan media massa terhadap Bunda HP dapat ditemui dalam surat kabar 
local Malang Post baik berupa media cetak ataupun bentu digitalnya (www.malang- 
post.com). Dalam edisi cetak maupun elektronik Malang Post tersebut mencantumkan 
foto Heri Pudji beserta pasangan denga slogan DaDi singkatan dari Bunda dan Edi. 
Disamping surat kabar Heri Pudji Utami mendapat dukungan dari media televise local 
utamanya Batu tv dan Malang tv. Kedua televise local tersebut kerap menampilkan 
kegiatan Heri Pudji baik yang dilakukan atas nama ketua Tim Penggerak PKK Kota 
Malang ataupun tanggapan warga Malang mengenai “Bunda HP‟ yang ditayangkan 





Dalam membaca peluang kemenangan Pilwali Kota Malang 2013 terdapat 3 
(tiga) faktor menjadi dapat dijadikan pertimbangan yaitu figuritas, networking atau 
jaringan serta budget atau dana. Ketiga factor tersebut akan dijadikan parameter dalam 
memprediksi peluang kemenangan antara Sri Rahayu dan Hari Pudji Utami dalam 
menduduki kursi Malang 1. 
 
Figuritas menjadi modal penting bagi kandidat. Semakin dikenal oleh public 
maka semakin besar pula peluangnya untuk memenangkan perasingan. Hal ini 
didasarkan pada asumsi bahwa seseorang cenderung memilih kandidat yang ia kenal 
atau paling tidak pernah dilihat atau didengar sebelumnya dibandingkan dengan 
kandidat yang sama sekai asing baginya terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh 
kandidat tersebut. Untuk dua figure calon Walikota Malang dapat dilihat tingkat 
popularitasnya berdasarkan hasil survey HASTA (House of Administration Science, 
Technoloy and Art) dengan LAPPIS (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Isu 
Strategis) yang lakukan pada tanggal 6-24 Oktober 2012 dengan menggunakan metode 
Proportionate Stratified Random Sampling. Jumlah sampel diolah sebanyak 846 sampel 
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dari 57 Kelurahan. Dari hasil survey diperoleh hasil survei popularitas dan elektabilitas 
bakal calon Walikota Malang 2013 – 2018 sebagai berikut (Kompasiana, 2013): 
Table 9.2 Tingkat Popularitas dan Ekektabilitas Calon Walikota Pilwali Kota Malang 
 
Nama Kandidat Prosentase Popularitas Prosentase Elektabilitas 
Heri Pudji Utami 64,43% 26,44% 
Sri Rahayu 44,11% 15,01% 
Sofyan Edi 20,32% 6,93% 
Arif HS 20,21%, 7,62% 
Bambang DH 12,59% 3,00% 
RB. Priyatmoko 11,32% 1,04% 
Arif Darmawan 10,85% 2,89% 
Didik Suwandi 8,31% 1,62% 
Sutiaji 7,16% 1,15% 
Ya,qud Ananda 4,27% 0,23% 
Belum Ada 10,05% 33,03% 
Lain-lain 1,04% 1,04% 
 
Diolah dari HASTA dan LAPPIS 
 
Data pada tabel di atas dibuat pada akhir 2012 sehingga terdapat beberapa nama 
kandidat yang belum tercantum seperti nama Dwi Cahyono, Ahmad Mujais,  Agus 
Dono Wibawanto, serta Abah Anton ataupun nama yang tidak menjadi kandidat seperti 
Ya,qud Ananda, Arif Darmawan serta Bambang DH. Namun dari table diatas dapat di 
prediksi dalam segi figuritas jika popularitas calon pasangan Heri Pudji dan Sofyan Edi 
Jarwoko digabungkan maka hasilnya sekitar 80%. Sementara gabungan popularitas 
antara Sri Rahayu dan Priyatmoko hasilnya sekitar 50%. Dari keduanya dapat terlihat 
perbedaan tingkat popularitas yang cukup tinggi. Figure Heri Pudji Utami jauh lebih 
menonjol dibandingkan dengan Sri Rahayu begitu pula dengan pasangan mereka, figure 
Sofyan Edi Jarwoko memilki popularitas lebih tinggi dibadingkan Priyatmoko. 
Sehingga dari segi popularitas dapat dilihat Heri Pudji Utami beserta pasangan lebih 
popular dimata masyarakat Kota Malang. 
 
Tingginya popularitas Pudji Utami ini dikarenakan masyarakat Kota Malang 
telah mengenalnya lebih dahulu sebagai istri Walikota sebelumnya selama dua periode 
berturut-turut selain itu Heri Pudji juga dikenal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Malang sehingga masyarakat akan jauh lebih mengenal sosoknya. Berbeda dengan 
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Sri Rahayu yang terhitung sebagai orang baru bagi masyarakat Kota Malang sehingga 
diperlukan intensitas lebih tinggi untuk memperkenalkan dirinya lebih jauh. Maka tidak 
heran jika Heri Pudji Utami jauh lebih popular. 
 
Demikian halnya dengan tingkat elektabilitas. Jika digabungkan prosentase 
eletabilitas yang dimiliki oleh Heri Pudji Utami dengan pasangannya Sofyan Edi 
Jarwoko sebesar 33,37%. Sedangkan Sri Rahayu beserta pasangannya Priyatmoko 
gabungan elektabilitas keduanya sebesar 16.05% hanya setengah dari jumlah yang 
dimiliki oleh Heri Pudji dan pasangan. Figure Heri Pudji Utami jika dilihat dari sisi 
popularitas dan elektabilitas yang dimiliki berdasarkan survey yang ada jauh lebih 
menonjol dibandingkan dengan Sri Rahayu. 
 
Factor kedua adalah networking atau jaringan yang dimiliki keduanya. Dari segi 
jaringan keduanya dapat dikatakan memiliki modal yang cukup kuat. Hal ini dapat 
dilihat dari dukungan yang diperoleh mereka baik dari media maupun dukungan politik. 
Dukungan politik Sri Rahayu diperoleh dari PDI-P serta 6 partai pendukung yaitu PDS, 
Barnas, PMBK, PSI, Serikat Buruh dan PNI Marhaenisme sednagkan dari sisi poros 
tengah dukungan diperoleh dari keluarga besar PEPABRI dan Veteran. Sementara 
dukungan media massa yang diperoleh Sri Rahayu tidak terlalu Nampak. Di sisi lain 
jaringan atau dukungan terhadap Heri Pudji Utami diperoleh dari Partai Golkar, PAN 
serta 18 partai non parlemen seperti Partai Merdeka, Partai Bintang Reformasi (PBR), 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 
Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan lainnya. Jaringan yang luas ini diperoleh 
Heri Pudji Utami dengan mudah karena luasnya jaringan yang dimiliki oleh Peni 
Suparto yang pada akhirnya beralih kepadanya. Selain itu dari sisi jaringan terhadap 
media massa Heri Pudji mendapat dukungan dari harian Malang Post serta dua tv local 
Batu tv dan Malang tv. 
 
Dari penjelasan tersebut meski keduanya memiliki basis dukungan dan jaringan 
yang kuat. Sri Rahayu dengan basis masa PDI-P yang besar di Kota Malang dan Heri 
Pudji Utami dengan dukungan partai nasional maupun non parlemen ditambah dengan 
media. Maka berdasar data yang ada network atau jaringan kepada Heri Pudji Utami 
jauh lebih besar. 
 
Faktor ketiga adalah budget atau dana yang dimiliki kandidat. Besarnya dana 
kampanye yang dimiliki oleh kandidat berpengaruh besar terhadap peluang kemenangan 
yang akan diperoleh. Seperti diketahui bersama bahwa biaya politik tidaklah murah. 
Dana yang besar digunakan untuk kampanye baik yang diwujudkan dalam bentuk 
poster, baliho, reklame maupun yang disamarkan dalam bentuk santunan, bantuan 
social, pengajian, serta pertemuan-pertemuan lain sejenis. Namun besaran budget atau 
dana yang dikeluarkan oleh kedua kandidat tersebut sulit diperoleh mengingat masa 
kampanye yang masih berlangsung sehingga belum ditemukan kalkulasi jelas nominal 
yang dikeluarkan masing-masing calon. 
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Berdasarkan data kekayaan kandidat yang dihimpun oleh KPU Malang, 
diperoleh pasangan calon dengan nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yaitu Sri Rahayu- 
Priyatmoko Oetomo (SR-MK) untuk Sri Rahayu yakni sebesar Rp9.046.913.235,- serta 
untuk wakilnya Priyatmoko harta kekayaannya sebesar Rp6.117.184.731. Sementara 
Heri Pudji Utami atau yang akrab disapa Bunda HP dengan Sofyan Edi Jarwoko atau 
pasangan DaDi, untuk harta kekayaan istri walikota Malang ini sebesar 
Rp7.202.023.350,- sedang untuk Sofyan Edi harta kekayaannya sebesar 
Rp6.096.746.360 (Aktual, 2013). 
Berdasarkan data kekayaan kandidat walikota beserta calon walikota tersebut 
dapat ditarik perkiraan budget yang mereka keluarkan untuk kampanye. Jika dana 
dihitung berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki maka jika digabungkan pasangan 
Sri Rahayu- Priyatmoko Oetomo memiliki peluang dana yang lebih besar dibandingkan 
pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edi Jarwoko. Jika besaran dana yang dikeluarkan 
berbanding lurus dengan jumlah dana kampanye maka Sri Rahayu beserta pasangan 
memiliki peluang kemenangan lebih besar. 
 
Dari tiga faktor tersebut maka peluang kedua kandidat perempuan dalam Pilwali 
Kota Malang tahun 2013 mendatang jika disajikan dalam table adalah sebagai berikut: 
Table 9.3 Prediksi Kemenangan Rivalitas Sri Rahayu dan Heri Pudji Utami 
 
Nama Kandidat Figuritas Jaringan/Dukungan Dana/Budget 
Sri Rahayu Rendah Rendah Tinggi 
Heri Pudji Utami Tinggi Tinggi Rendah 
 
Jika ketiga faktor diatas digunakan sebagai modal dalam membaca peluang 
kemenangan dua kandidat perempuan tersebut maka diperoleh peluang Heri Pudji 
Utami lebih besar dibandingkan Sri Rahayu. Meskipun jika pada pemilihan 23 Mei 
mendatang pemenang adalah kandidat laki-laki namun jumlah perolehan suara Heri 
Pudji Utami akan lebih besar dibandingkan dengan Sri Rahayu. Namun demikian 
peluang Heri Pudji masih cukup besar untuk bertarung dengan kandidat laki-laki  





Dari uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 
feminism yang berangkat dari sebuah gerakan menginginkan kemajuan bagi kaum 
perempuan. Feminism menuntut kesamaan hak perempuan sebagai manusia tanpa 
 
25 
http://m.aktual.co/nusantara/161717kpu-malang-umumkan-harta-kekayaan-calon-walikota, akses 20 




pandangan inferior baik dari laki-laki maupun masyarakat pada umumnya. Keterlibatan 
perempuan dalam dunia politik dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk menyalurkan 
dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan seperti masalah Kekerasan 
Dalam Rumah Rangga (KDRT), hak dan kesehatan reproduksi, masalah persalinan 
(keselamatan serta kesehatan ibu hamil), penyediaan fasilitas public untuk ibu hamil dan 
menyusui, pelecehan seksual, eksploitasi tenaga kerja perempuan dan anak-anak, 
perdagangan perempuan dsb– serta kepentingan masyarakat pada umumnya. 
 
Namun representasi kuota 30% yang dberikan kepada perempuan masih belum 
dapat dipenuhi hingga kini. Untuk itu munculnya dua kandidat perempuan dalam 
Pilwali Kota Malang tahun 2013 ini perlu mendapat aspresiasi dan dukungan dari semua 
pihak termasuk kaum perempuan itu sendiri. Rivalitas Sri Rahayu dan Heri Pudji Utami 
jika dilihat dari segi figuritas berupa tingkat popularitas dan elektabilitas, jaringan yang 
dimiliki serta dana kampanye yang dilekuarkan menghasilkan Heri Pudji Utami sebagai 
kandidat dengan peluang kemenangan lebih besar. Kehadiran Sri Rahayu dan Heri Pudji 
Utami dengan segala bentuk visi misi yang dibawanya serta dukungan politik maupun 
media yang diperolehnya diharapkan dapat membawa pengaruh baik bagi peningkatan 
partisipasi perempuan dalam dunia politik khususnya di Kota Malang***. 
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